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BAB II 

KONSEP UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH 

A. Pengertian Asuransi Syariah 

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min, 

penanggung disebut mu’amin, tertanggung disebut mu’aman lahu atau 

musta’min. At-ta’min diambil dari amana yang berarti memberi perlindungan, 

ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut seperti yang tersebut dalam 

QS. Quraisy (106) : 4 
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Artinya : “Yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan              
lapar dan mengamanka mereka dari ketakutan” 

Pengertian dari At-ta’min adalah seseorang membayar/ menyerahkan 

uang premi untuk agar ia  atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang 

sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap 

hartanya yang hilang.1 

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah 

takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yatakafuli, yang berarti menjamin 

atau saling menanggung. 

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa 

mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 

bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1,  disebutkan pengertian 

                                                           
1
 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2005, hal 177 
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asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui 

investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) 

yang sesuai dengan syariah.2 

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah 

Firman Allah SWT di Dalam Al-Qur’an 

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan,  diantaranya 

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa’ ayat 9: 

''()*�+,-�� ./0�֠���� "�1- 
2�� 3�415 ���� 	7��89:ִ# 
;<=>?@�A �B8Cִ�DE 2���9֠1F 
"�7�,GH:�I 2��JK=L�+9:19 ���� 

2�� -�JK�+,-�� ;M"�1֠ 
�NO>�OִP $Q& 

         
 

   
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, 
oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Q.S. 
An-Nisaa’: 9) 

 
Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, sebagian ulama menjadikan 

dasar hukum tentang kebolehan (mubah) dalam pelaksanaan asuransi yang 

berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus memprediksi 

kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah di masa yang akan datang. 

Musibah dimaksud bisa berarti musibah kecelakaan dalam bentuk gempa 

                                                           
2 Ibid, hal 179 
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bumi yang melahirkan tsunami, tabrakan, dan musibah dalam bentuk 

lainnya. 

C. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas 

pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan 

pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami 

kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang 

didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang 

kokoh dan tahan terhadap badai. 

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda 

dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami 

secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian 

asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami. 

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip 

dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada 

sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, 

kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.3 

1. Tauhid ( unity ) 

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang 

ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan 

manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidy. Artinya bahwa dalam 

                                                           
3
 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana 2004, hal  125- 

135 
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setiap gerak langkah serta bangunan  hukum harus mencerminkan nilai-

nilai ketuhanan. 

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya 

adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari 

penciptanya (sang Khaliq). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat 

dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak 

dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Qs al-Hadid 

(57):4 

���R S�֠���� �TH:ִF ��U��Cִ☺VV-�� 
�W"@XF���� Y7Z �<=LDP [\�=>�� ]��	 
^S���LP�� YH5�� B`ִa,-�� b 

 c	H:)��> ��� 
d7:�> Y7Z $W"@XF�� ����� 

e�4,>1f �<d)g�� ����� �h�i�> #��� 

� ���jVV-�� ����� 
e�4)��> �<dk�9 2 

 ���R�� 	 ^ִ��� �Z,0�� ��� "�L� 3 b 
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Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: 
Kemudian dia bersemayam di atas ´arsy dia mengetahui apa 
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya 
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. 
dan dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hadid) 

 
Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun 

oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas 

berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu 

mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika 

pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat 
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dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi 

telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah. 

2. Keadilan (justice) 

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai 

keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. 

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak 

dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. 

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi 

yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan 

(premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan 

mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika 

terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi 

sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar 

klaim (dana santunan) kepada nasabah. 

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan 

asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan 

akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara 

kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga 

harus mengacu pada ketentuan tersebut. 

3. Tolong-menolong (ta’awun) 

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan 

berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong 

(ta’awun) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal 
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harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan 

beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau 

kerugian.  

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS. 
Al-Maidah (5) : 2 

2��r���ִ�15�� YH5�� 7?ks-,-�� 
^S��,K=L-���� 2 tM�� 
2��r���ִ�15 YH5�� s	,	uv�� 

&oU���O��,-���� b 

 2��JKw5���� ���� 2 wo7K ���� 

O>�O⌧� sy�1K��,-�� $z&    

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-
Maidah :2) 

 
Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama 

pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-

mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti 

perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan 

seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya 

sebagai perusahaan asuransi. 

4. Kerja sama 

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada 

dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat 

mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran 

di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. 
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Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad 

yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara 

anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad 

yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep 

mudharabah atau musyarakah. 

Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep 

dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam 

perkembangan keilmuan. 

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih 

yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah 

dana (premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib) untuk dikelola. 

Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar 

memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan 

dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah 

keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% 

untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut. 

Sedangkan akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan 

perusahaan asuransi,  jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama 

menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang 

menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai 

porsi kesepakatan nisbah. 

5. Amanah 
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Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam 

nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui 

penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan 

asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk 

mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. 

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. 

Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan 

informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) 

dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang 

nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan 

memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah 

tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. 

6. Kerelaan 

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasar pada firman 

Allah SWT berikut: 

�ִ�{>�|}C�> ./0�֠���� 
2��������  tM 2�~��:J�9|15 
� ^1-U��,��� uJ���)��n 
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o�� .�� ^15 B��4C<��� ��� �W��415 
"� ^;��� b tM�� 2�~��:X,K15 

"� ^'VJ8r�� b wo7K ���� �o֠⌧3 
"� ^7n  
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Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
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perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”.( QS. an Nisa’:29) 

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan 

ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan 

antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua 

belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. 

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap 

anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan 

sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang 

difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul 

digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika 

mengalami bencana kerugian. 

7. Tidak mengandung riba 

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam 

pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan 

bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli 

maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip 

muamalat dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang 

memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu adalah 

riba. Firman Allah SWT : 

�ִ�{>�|}C�> ./0�֠���� 
2��������  tM 2���:J�9|15 

2����n�?4-�� �;8Cִ��E�� 
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$E�s&     
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 
supaya kamu mendapat keberuntungan”.( QS al-Imran: 130 ) 

 
Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep 

mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi 

yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad 

mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar’i. Baik dalam 

penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak 

ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar’i yang bebas dari riba.4 

8. Tidak mengandung perjudian 

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman 

melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (maisir). 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 90 

�<d.O�|}C�> �Z0�֠���� 
2�~�������  �ִ☺}r7K �4�☺1>,��� 

kD�,Gִ☺,-���� �y�'qrXF���� 
��C1-,�XF���� �]��@ 

 ����� &�ִ☺�� $�C1�,+!�-�� 
H�����L����19 "� ^m:ִ�1- 

�o�
17:,8�5 $Qs&    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan”. (QS. Al-Maidah : 90) 

 
Syafi‟i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya 

adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru 

mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan 

                                                           
4
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life and General ): Konsep dan sistem 

Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004 hal 176 
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sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum reversing period, 

biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima 

kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga 

adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman 

underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.5 

Dalam asuransi syariah (misalnya di Takaful), Reversing Priod, 

bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk 

mendapatkan cash value, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang 

telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah 

diniatkan untuk dana tabarru’ yang sudah dimasukkan ke dalam rekening 

khusus peserta dalam bentuk tabarru’ atau dana kebajikan. 

Masalah asuransi syariah di atas dapat selesai dengan adanya 

kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan 

membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung 

dana tabarru’ yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka 

reversing period di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta 

dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang 

mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia 

masuk. Karena itu, tidak ada maisir, tidak ada gambling, karena tidak ada 

pihak yang dirugikan.6 

9. Tidak mengandung gharar ( Ketidakpastian) 

                                                           
5
 Hasan Ali, Op.cit hal 133 

6
 Syakir Sula, Op.cit hal 176 
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Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’ (penipuan), yaitu 

suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. 

Wahbah al-Zuhaili memberi pengertiuan tentang gharar sebagai al-khatar 

dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan 

(harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya 

menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan ad-dunya mata’ul 

ghuruur artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.7 

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas 

berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan 

diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa 

menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun 

syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang 

pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan 

dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau 

mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah gharar terjadi. 

Dalam asuransi syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan 

mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau 

akad tabarru’ dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad tabarru’, 

persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai 

gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai 

rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru’ yang telah 

diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah. 

                                                           
7
 Hasan Ali, Op.cit hal 125-136 
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Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi 

yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening 

peserta dan rekening tabarru’. Pada rekening tabarru’ inilah ditampung 

semua dana tabarru’ peserta sebagai dana tolong menolong atau dana 

kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama 

(tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta 

dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil 

nilai tunai.8 

D. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah 

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung  

jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. 

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta 

untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan 

memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta 

perjanjian.9 

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad 

mudharabah,mudharabah musyarakah, atau wakalah bil ujroh. Pada akad 

mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bangian 

keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi 

syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah 

berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh 

dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai 

                                                           
8
 Syakir Sula, Op.cit hal 174 

9 Ibid,  hal 177 
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dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad mudharabah musyarakah, 

perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib yang menyertakan modal 

atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan 

peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari 

investasi. Sedangka pada akad wakalah bil ujroh, perusahaan berhak 

mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa 

kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, 

pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio 

risiko, pemasaran dan investasi.10 

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua 

sistem, yaitu: 

a) Sistem pada Produk Saving (Ada Unsur Tabungan) 

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur 

kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada 

keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum 

premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, 

akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. 

1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik 

peserta, yang dibayarkan bila: 

(a) Perjanjian berakhir 

(b) Peserta mengundurkan diri 

(c) Peserta meninggal dunia. 

                                                           
10 Andi Sumitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group,2009 hal 279 
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2) Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah 

diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan 

saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: 

(a) Peserta meninggal dunia, 

(b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). 

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad 

mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar 

dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai 

dengan syariat agama Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah 

dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi 

menurut prinsip mudharabah. Persentase pembagian mudharabah dibuat 

dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara 

perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya. 

Lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 
Sistem pada Produk  Saving 

 
 

Sumber: M Syakir Sula, 2004:178 
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b) Sistem pada Produk Non saving 

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam 

rekening tabarru’ perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan 

oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong 

dan saling membantu, dibayarkan bila: 

1) Peserta meninggal dunia 

2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) 

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan 

syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban 

asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan 

perusahaan menurut prinsip al mudharabah dalam suatu perbandingan 

tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan 

peserta. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:11 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11
 M.Syakir Sula, Op.cit hal 177-179 
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Gambar 2.2 
Sistem pada Produk Non Saving 

 
 

 Sumber: M Syakir Sula, 2004:179 
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Jumhur ulama mendefisinikan tabarru’ dengan “ akad yang 

mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang 

dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.12 

Niat tabarru’ ‘dana kebajikan’ dalam akad asuransi syariah adalah 

alternatif uang yang sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam melepaskan diri 

dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT, kata tabarru’ tidak 

ditemukan. Akan tetapi, tabarru’ dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr  

‘kebajikan’ dapat ditemukan dalam Al-quran. 

� v],G�- ]ks-,-�� o�� 2���-���5 
"� ^ִR����� t����֠ s�7k��ִ☺,-�� 

sy�4,ִ☺,-���� ��D^C1-�� ]ks-,-�� 
���� 

 #�����  ����7n �\"��+,-���� 
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Artinya : “ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 
semua kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah 

                                                           
12 Ibid, hal 36 
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beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
kitab, nabi-nabi, dan memberikan barang yang dicintainya 
kepada kerabatnya, anak yatim, anak-anak miskin, musafir ( 
yang memperlukan pertolongan), dan orang yang meminta-
minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya”. (Al-Baqarah:177) 

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru’ bermaksud 

memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di 

antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya 

yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening 

dana tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan 

menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau 

dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad tabarru’ pihak yang 

memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk 

menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah 

SWT.13 

Dalam akad tabarru’ “hibah”, peserta memberikan hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. 

Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. 

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad 

tabarru’” sebagai cara yang diisyaratkan Islam untuk mewujudkan 

ta’awun dan tadhamun. Dalam akad tabarru’, orang yang menolong dan 

berdarma (mutabarri) tidak merniat mencari keuntungan dan tidak 

menuntut “pengganti” sebagian imbalan dari apa yang telah ia berikan. 

Karena itulah, akad-akad tabarru’ diperbolehkan. 

                                                           
13 Ibid, hal 36 
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Wahbah az-Zuhaili kemudian mengatakan bahwa tidak diragukan 

lagi bahwa asuransi ‘ta’awuni’  ‘tolong-menolong’ diperbolehkan dalam 

syariat Islam, karena hal itu termasuk akad tabarru’ dan sebagai bentuk 

tolong menolong dalam kebaikan. Pasalnya, setiap peserta membayar 

kepesertaanya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak 

resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah satu peserta 

asuransi.14 

 

 

                                                           
14

 Ibid, hal 38 


